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STRATEGI PENERAPAN KATEGORISASI PADA USAHA MIKRO KECIL DAN 

MENENGAH DALAM PROGRAM JAKARTA ENTREPRENEUR  

DI PROVINSI DKI JAKARTA 

 

BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

A. Latar Belakang  

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia terlihat cukup 

signifikan jika dilihat dari jumlahnya. UMKM memiliki peran vital dalam perekonomian 

Indonesia, menjadi pengaman serta penggerak ekonomi. Pertumbuhan UMKM di Indonesia 

ditandai oleh siklus transaksi yang cepat dan produk-produk yang umumnya berkaitan 

langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat 

bergantung pada dinamika ekonomi di berbagai wilayah, yang sebagian besar didorong oleh 

aktivitas UMKM. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 

terdapat 65,47 juta unit UMKM, yang menyumbang 99,99% dari total unit usaha di Indonesia. 

UMKM juga berkontribusi sebesar 60,51% terhadap produk domestik bruto (PDB) atas harga 

berlaku dan 57,14% terhadap PDB atas harga konstan. 

Indonesia memiliki potensi ekonomi nasional yang kuat berkat jumlah UMKM yang 

signifikan, terutama usaha mikro, yang menyerap banyak tenaga kerja. Pemerintah dan pelaku 

usaha perlu mendorong usaha mikro untuk naik kelas menjadi usaha menengah. Usaha mikro 

juga telah terbukti tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Selain itu, usaha mikro memiliki 

siklus transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik, dan memenuhi kebutuhan primer 

masyarakat. Mengakui potensi besar UMKM, pemerintah telah menerapkan kebijakan dalam 

beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil agar dapat 

berkembang menjadi usaha menengah hingga usaha besar yang mapan.  

Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong dan mempromosikan peran penting 

UMKM dalam perkembangan ekonomi negara. Peran usaha mikro menjadi semakin krusial 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dengan UMKM saat ini memberikan 

kontribusi signifikan terhadap pendapatan di tingkat daerah maupun nasional (Julialevi, 2022). 

Manfaat ini termasuk distribusi pendapatan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, 

terutama di sektor informal, karena sektor formal belum mampu menyerap seluruh tenaga kerja 
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yang ada. Upaya penyerapan tenaga kerja ini dapat diperkuat dengan mengembangkan sektor 

kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru. 

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), jumlah tenaga 

kerja di UMKM mencapai 119,562 juta orang pada tahun 2019. Angka ini meningkat sebesar 

2,21% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 117 juta orang. Jumlah tersebut setara 

dengan 96,92% dari total tenaga kerja di Indonesia, sementara 3,08% sisanya berasal dari usaha 

besar sebanyak 3,8 juta orang. Data ini tercermin dalam tabel di bawah, yang menunjukkan 

kontribusi signifikan UMKM terhadap perekonomian nasional. 

 

Tabel 1.1 Jumlah Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2019 

 

Kategori  Jumlah Unit Usaha Penyerapan 

Tenaga Kerja  

Persentase  

Usaha Mikro  109.842.384  97.803.659 Orang 89,04% 

Usaha Kecil 5.930.317  285.248 Orang 4,81 %  

Usaha 

Menengah 

3.790.142  116.357 Orang 3,07%  

Total UMKM  119.562.843  98.205.264 Orang 96,92 % 

            Sumber Kementerian Koperasi UKM diolah Penulis Tahun 2023 

Berdasarkan data pada tabel 1.1, usaha mikro mendominasi baik dalam jumlah unit 

usaha maupun penyerapan tenaga kerja. Dengan lebih dari 109 juta unit usaha dan menyerap 

sekitar 97,8 juta tenaga kerja, usaha mikro memberikan kontribusi besar terhadap 

perekonomian nasional, menunjukkan betapa pentingnya sektor ini dalam menyediakan 

lapangan kerja. Usaha kecil dan menengah juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja, 

meskipun dalam persentase yang lebih kecil dibandingkan usaha mikro. Usaha kecil menyerap 

4,81% dari total tenaga kerja UMKM, sedangkan usaha menengah menyerap 3,07%. Secara 

keseluruhan, UMKM menyerap sekitar 96,92% dari total tenaga kerja di Indonesia. Ini 

menegaskan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional dalam penciptaan 

lapangan kerja. Pemerintah dan pelaku usaha harus terus mendukung dan meningkatkan 

kapasitas UMKM, terutama usaha mikro yang terbukti mampu menyerap sebagian besar tenaga 

kerja. Strategi untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah juga penting agar dapat lebih 

berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan perekonomian secara keseluruhan. 
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Di Indonesia, usaha mikro, dengan omset maksimal Rp2 miliar per tahun, mendominasi 

struktur UMKM. Pada tahun 2021, terdapat 63.955.369 unit usaha mikro, yang menyumbang 

99,62% dari total unit usaha di Indonesia. Proporsi ini tidak banyak berubah dalam 10 tahun 

terakhir. Sementara itu, usaha kecil, dengan omset Rp2-15 miliar per tahun, hanya berjumlah 

193.959 unit, menyumbang 0,3% dari total UMKM. Usaha menengah, dengan omset Rp15-50 

miliar per tahun, berjumlah 44.728 unit atau 0,07%. Terakhir, usaha besar, dengan omset lebih 

dari Rp50 miliar per tahun, berjumlah 5.550 unit atau 0,01%. Data ini dirangkum dalam tabel 

berikut. 

Tabel 1.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Kelas Usaha di Indonesia 

Tahun 2021 

 

Kelas Usaha  Jumlah Omset  Jumlah Unit 

UMKM 

Kontribusi 

Usaha Mikro  Omset ≤ Rp2 

miliar/tahun 

63,955,369 99.62 

Usaha Kecil  Omset Rp2-15 

miliar/tahun 

193,959 0.30 

Usaha Menengah Omset Rp15-50 

miliar/tahun 

44,728 0.07 

Usaha Besar Omset > Rp 50 5,550 0.01 

Sumber databoks.katadata.co.id, 2023 

Menurut data Kementerian Keuangan, sebagian besar UMKM di Indonesia masih 

menghadapi berbagai tantangan, seperti kesulitan naik kelas, minim akses digitalisasi, 

kesulitan menembus pasar global, dan kurangnya layanan finansial. UMKM adalah tulang 

punggung perekonomian, memainkan peran vital dalam menciptakan lapangan kerja, 

mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dominasi 

sektor perdagangan dalam UMKM di Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, 

termasuk tingginya permintaan konsumen, mudahnya akses ke pasar, dan relatif rendahnya 

modal awal yang dibutuhkan dibandingkan dengan sektor lain. 

Berdasarkan laporan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 

pertumbuhan UMKM di Indonesia hingga 2022 mencapai 8,77 juta unit usaha. Pertumbuhan 

ini memberikan optimisme bagi perekonomian Indonesia. Dari banyaknya pelaku UMKM 

yang tersebar di 34 provinsi, lima posisi tertinggi adalah Jawa Barat di posisi puncak dengan 

1.494.723 unit. Posisi kedua ditempati oleh Jawa Tengah dengan 1.457.126 unit, diikuti oleh 

Jawa Timur dengan 1.153.576 unit. DKI Jakarta berada di urutan keempat dengan 658.365 



4 
 

unit. Meskipun urutan pertama hingga keempat didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa, 

Sumatera Utara menempati urutan kelima dengan 595.779 unit UMKM. 

Grafik 1.1 Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2022 

 

  Sumber Kementerian Koperasi UKM, diolah peneliti 2023 

Menurut laporan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022, 

DKI Jakarta menempati urutan keempat dengan 658.365 unit UMKM dibandingkan dengan 

wilayah lain di Indonesia. Jumlah UMKM yang besar ini membuka peluang untuk melakukan 

penelitian yang lebih komprehensif dan representatif tentang pengembangan UMKM. Selain 

itu, dengan banyaknya UMKM, akan lebih mudah menemukan sampel penelitian yang sesuai. 

Pemerintah daerah DKI Jakarta telah mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan 

untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan daya saing UMKM. Keistimewaan ini 

menjadikan DKI Jakarta sebagai tempat yang menarik untuk penelitian. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) menetapkan bahwa tugas pemerintah pusat dan daerah adalah mendukung, 

membimbing, dan memfasilitasi kegiatan untuk mengembangkan kewirausahaan secara 

berkelanjutan dan konsisten di tingkat nasional. Pemerintah juga bertanggung jawab 

menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan kewirausahaan nasional. 

Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan program-program 

yang mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah 

memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan program-program ini sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa semua 

kegiatan UMKM yang diselenggarakan oleh pemerintah juga akan diawasi oleh pemerintah 

pusat dan daerah. 

Kewirausahaan perlu diintegrasikan sebagai bagian dari gerakan ekonomi melibatkan 

seluruh rakyat, didukung oleh dukungan politik dan hukum dari Pemerintah di tingkat nasional 

maupun lokal. Pemerintah perlu merancang rencana strategis dan implementatif dalam bidang 

kewirausahaan dengan pendekatan manajemen yang terintegrasi. Selain dari tingkat nasional, 

Pemerintah Daerah juga harus memiliki perspektif global dalam merumuskan kebijakan pro 

kewirausahaan untuk meningkatkan daya saing daerah (Purbasari, 2019). Pemerintah Daerah 

harus menetapkan pengembangan usaha mikro dan kecil sebagai prioritas, mengingat peran 

penting mereka dalam mendukung upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. 

Dengan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian, diperlukan strategi 

untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pembinaan dan 

pemberdayaan pelaku UMKM. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenali pentingnya pemberdayaan UMKM 

melalui pengembangan kewirausahaan terpadu yang dikenal dengan program Jakarta 

Entrepreneur (Jakpreneur). Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan pembinaan 

kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di bawah binaan Pemerintah Daerah Khusus 

Jakarta. Jakpreneur merupakan re-branding dari program sebelumnya, yaitu Pengembangan 

Kewirausahaan Terpadu (PKT) di DKI Jakarta. Awalnya, program ini dikenal dengan nama 

Oke Oce yang diatur oleh Instruksi Gubernur 152 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan 

Pengembangan Kewirausahaan. Pada tahun 2018, terbit Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 

2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), yang 

kemudian mengalami perubahan pada tahun 2020 dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 

2 Tahun 2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan 

Kewirausahaan Terpadu (PKT). Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 merupakan 

penyempurnaan dari regulasi sebelumnya terkait pengembangan kewirausahaan di DKI 

Jakarta, di mana pemberdayaan UMKM disesuaikan dengan kebutuhan pelaku UMKM yang 

menjadi peserta Program Jakarta Entrepreneur, tidak lagi harus berurutan melainkan sesuai 

dengan kebutuhan mereka. 

Program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) adalah sebuah platform yang ditujukan 

untuk warga yang kreatif dan inovatif dalam mendirikan serta mengembangkan usaha skala 
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mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Nama Jakpreneur berasal dari gabungan kata "Jak" yang 

merujuk pada Jakarta dan "preneur" dari kata entrepreneurship. Melalui program ini, pelaku 

UMKM akan memperoleh akses untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian dalam 

mengembangkan usaha mereka melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov), 

institusi pendidikan, dunia usaha, masyarakat, serta berbagai lembaga dan pihak lainnya. 

Program Jakpreneur memberikan pendampingan bagi calon wirausahawan di DKI 

Jakarta, termasuk dukungan dalam permodalan, pemasaran, ide kreatif, laporan keuangan, 

penyelesaian masalah usaha, hingga pelatihan untuk menjadi pelaku usaha yang unggul. Selain 

itu, peserta Jakpreneur akan difasilitasi untuk memperoleh dokumen perizinan dan/atau non-

perizinan sesuai dengan usaha yang mereka jalankan. Terhadap fasilitasi yang diberikan peserta 

dapat mengakses melalui sistem Jakarta Entrepreneur. Sistem Jakarta Entrepreneur dapat 

dijadikan sebagai alat untuk mengukur perkembangan Program Jakarta Entrepreneur. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 terdapat 6 (enam)  Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang melakukan pembinaan kepada Peserta JakPreneur yaitu Dinas 

Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Khusus Jakarta, 

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Daerah Khusus Jakarta, Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Daerah Khusus Jakarta, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian 

Daerah Khusus Jakarta, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian 

Penduduk Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Sosial Daerah Khusus Jakarta. Berdasarkan 

Peraturan Gubernur tersebut pelaksanaan fasilitas diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta 

melalui Program Jakarta Entrepreneur memiliki 7 langkah dalam alur kerjanya, dimana 

langkah – langkah tersebut terhimpun pada P7 yaitu (1) Pendaftaran; (2) Pendampingan; (3) 

Pelatihan; (4) Perizinan; (5) Pemasaran; (6) Pelaporan keuangan; dan (7) Permodalan. 

Termasuk peningkatan efisiensi usaha melalui mekanisme yang mampu mengintegrasikan 

ketujuh tahapan dalam program Pengembangan Kewirausahaan dalam Program Jakpreneur. 

Berbagai upaya yang telah dilakukan namun belum terlihat hasil yang signifikan peningkatan 

kualitas JakPreneur.  

Dari 6 SKPD pengampu program Jakpreneur, dimana masing – masing SKPD memiliki 

peran dan segmentasi tersendiri dalam mengentaskan angka kemiskinan dan pengangguran. 

Untuk penjelasan tugas pokok dan fungsi serta segemntasi anggota dari keenam SKPD tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) 

Provinsi DKI Jakarta memiliki target wirausaha yang memiliki jenis usaha kuliner, 

fashion dan craft. DPPKUKM merupakan leading sector dari program Jakpreneur. 

Dimana fasilitasi yang dapat diberikan dari DPPKUKM Provinsi DKI jakarta untuk 

anggota jakpreneur adalah fasilitasi pendampingan, pelatihan APBD, pelatihan 

kolaborasi, pelatihan wirausaha industri baru, pelatihan e-smart, fasilitas perizinan 

berupa pembuatan NIB, PIRT, sertifikasi halal, sertifikasi HKI, sertifikasi izin edar 

makanan dalam dan lain-lain. Untuk pemasaran, fasilitasi yang dapat diberikan berupa 

kurasi, bazar dan eorder. Sedangkan untuk pemodalan adalah akses kredit usaha kepada 

Bank pelat merah seperti Bank DKI Jakarta, Bank Mandiri Bank BTN dan Bank BNI. 

2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (DTKTE) Provinsi DKI Jakarta yang 

memiliki segmentasi anggota untuk tenaga kerja mandiri (free lance) untuk bidang 

teknis. Fasilitasi yang dapat diberikan adalah pelatihan berupa pelatihan teknis berupa 

pelatihan teknis pengelasan, service AC dan lain-lain. 

3) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta 

memiliki segmentasi untuk anggota jakpreneur yang memiliki profesi sebagai petani 

dan nelayanan. Untuk jenis fasilitasi yang dapat diberikan oleh DKPKP Provinsi DKI 

Jakarta adalah pelatihan untuk mengolah makanan yang bersumber dari hasil pertanian, 

perkebunan dan perikanan. 

4) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) 

Provinsi DKI Jakarta memiliki segemntasi anggota jakpreneur berupa ibu rumah tangga 

atau remaja Dimana fasilitasi yang dapat diberikan adalah berupa pelatihan untuk kader 

PKK dan Dasawisma yang ada ditiap kecamatan. 

5) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta yang 

memiliki segemntasi ebrupa para pelaku ekonomi kreatif dan penduduk yang berada 

pada wilayah pariwisata untuk dapat mendukung potensi wisata yang ada. Adapun 

fasilitasi yang dapat diberikan kepada binaan Disparekraf Provinsi DKI Jakarta adalah 

pelatihan untuk pembuatan kerajinan dan makanan ringan untuk pengunjung wisata; 

dan 

6) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki segmentasi berupa para warga penyandang 

kesejahteraan sosial dan disabilitas. Dimana pelatihan yang diberikan adalah pelatihan 

untuk penyandang disabilitas penerima bansos kartu penyandang disabilitas jakarta 

(KPDJ) dan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berusia 17-59 

Tahun serta telah memiliki usaha.  
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Adapun dari jumlah peserta yang terdaftar menjadi anggota Jakarta Entrepreneur 

sebanyak 371.984 bahwa dapat dikategorikan pelaku usaha berdasarkan gender dimana 

dominasi dari ketertarikan untuk mengikuti program jakarta entrepreneur adalah perempuan 

dengan data perbandingan sebagai berikut: 

Tabel 1.3 Peserta Program Jakarta Entrepreneur Berdasarkan Gender 

Perempuan Presentase (%) Laki-Laki  Presentase (%) 

244.952 65,85% 127.032 34,15% 

     Sumber Data Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, 2023 

Berdasarkan Tabel 1.3 bahwa Partisipasi perempuan dalam Program Jakarta 

Entrepreneur jauh lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi laki-laki. Hal ini menunjukkan 

minat dan keterlibatan yang signifikan dari perempuan dalam pengembangan kewirausahaan 

di Jakarta. Persentase partisipasi perempuan yang lebih tinggi menunjukkan adanya potensi 

besar untuk memperkuat peran perempuan dalam ekosistem kewirausahaan UMKM di wilayah 

Jakarta. Terdapat 244.952 peserta perempuan, yang menyumbang 65,85% dari total peserta 

program. Terdapat 127.032 peserta laki-laki, yang menyumbang 34,15% dari total peserta 

program. Program Jakarta Entrepreneur adalah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan 

jumlah dan kualitas wirausaha, khususnya dalam skala UMKM, di wilayah Jakarta. Program 

ini memiliki fokus pada pembinaan dan pengembangan keterampilan serta pengetahuan yang 

diperlukan untuk menjadi wirausaha yang sukses. 

Adapun jumlah peserta program jakarta entrepreneur yang sudah tergabung dalam 

program tersebut dari tahun 2018 hingga tahun 2023 sebanyak 371.984, data tersebut dapat 

dilihat pada tabel 1.4 peserta program jakpreneur dari enam Dinas Pengampu sebagai berikut: 

Tabel 1.4 Tabel Peserta Program Jakarta Entrepreneur 

 Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2023 

 

Dinas Pengampu 

Program Jakpreneur 

Jumlah Peserta Program Jakpreneur 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah 

21,888 27,360 38,304 46,513 54,721 84,818 

Dinas Ketahanan Pangan, 

Kelautan dan Pertanian, 

serta  

2,406 3,007 4,211 5,113 6,0158 9,324 

Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

2,264 2,830 3,962 4,811 5,660 8,773 
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Dinas Pemberdayaan, 

Perlindungan Anak dan 

Pengendalian Penduduk 

1,546 1,933 2,706 3,286 3,866 5,995 

Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Daerah 

Khusus Jakarta 

919 1,149 1,609 1,954 2,299 3,564 

Dinas Sosial 733 916 1,283 1,558 1,833 2,842 

Jumlah  29,758 37,198 52,077 63,237 74,396 115,318 

Sumber Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Daerah Khusus Jakarta, 2023 

Analisis data peserta Program Jakpreneur dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan 

peningkatan pertumbuhan di berbagai dinas pengampu program. Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki jumlah peserta 

terbanyak setiap tahun. Pada tahun 2018, tercatat 21,888 peserta dan meningkat terus hingga 

mencapai 84,818 peserta pada tahun 2023. Ini mencerminkan peran krusial dinas ini dalam 

mengembangkan sektor UMKM di Jakarta. Dengan keterlibatan berbagai dinas, program ini 

mampu menjangkau berbagai sektor dan komunitas, menyediakan pelatihan, pendampingan, 

dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi 

warga Jakarta. Meskipun jumlah yang terdaftar dalam Dinas Perindustrian Perdagangan 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan 

dibandingan 6 SKPD Pengampu yang lainnya namun kualitas peserta program jakpreneur 

belum menunjukan angka yang signifikan melihat anggaran APBD yang ada dalam Dinas 

Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta 

mempunyai Anggaran terbesar untuk memfasilitasi Kegiatan Penumbuhan Kewirausahaan di 

DKI Jakarta.  

Sehubungan dengan data jumlah peserta Program Jakarta Entrepreneur, maka untuk 

mendapatkan anggota Jakarta Entrepreneur yang berkualitas, DKI Jakarta membuat fitur 

reaktivasi dalam sistem website jakpreneur yang berguna untuk mengetahui secara jelas dan 

detail terkait dengan usaha/rencana usaha yang dimiliki oleh peserta Jakpreneur sehingga 

terlihat peserta usaha yang aktif dan pasif serta agar informasi tersebut dapat berguna dengan 

baik untuk kemudian bisa mendapatkan program pengembangan yang tepat sesuai kebutuhan 

peserta. bahwa jumlah keseluruhan peserta yang telah melakukan reaktivasi mencapai 44.128 

orang. Dari jumlah tersebut, 27.627 peserta telah memiliki usaha sedangkan 16.501 peserta 

masih belum memiliki usaha. sebanyak sebanyak 53% peserta yang telah melakukan reaktivasi 
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telah diverifikasi dan baru 12% peserta yang melakukan reaktivasi dari 349.770 peserta aktif. 

Jumlah ini perlu ditingkatkan kembali, mengingat belum ada setengah dari peserta aktif telah 

melakukan reaktivasi dan terverifikasi. 

Selanjutnya terkait dengan peserta reaktivasi yang belum memiliki usaha sebanyak 37% 

dari total peserta reaktivasi. Peserta yang belum memiliki usaha terbanyak terdapat pada tahun 

2023 dengan 10.530 peserta, sedangkan untuk yang terendah ada pada tahun 2021 dengan 655 

peserta. Sedangkan untuk peserta reaktivasi yang memiliki usaha didominasi oleh peserta tahun 

2023 yaitu sebanyak 15.672 peserta. Perlu adanya pembaharuan informasi yang ada pada 

peserta yang belum memiliki usaha setiap 6 bulan sekali, untuk mengetahui jumlah peserta 

yang aktif dan tidak aktif, serta untuk mengetahui perkembangan rencana usaha yang dibuat, 

sehingga peserta didampingi sampai pada pendirian usaha. 

Pada tahun 2023, jumlah peserta yang belum memiliki usaha mencapai 10.530 peserta, 

yang merupakan angka tertinggi dalam rentang waktu yang disediakan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut, banyak individu yang mengikuti program atau 

layanan yang ditawarkan untuk membantu mereka memulai usaha. Jumlah yang tinggi ini bisa 

disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan kesadaran akan pentingnya 

kewirausahaan, dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait, atau mungkin adanya 

perubahan dalam kondisi ekonomi yang mendorong orang untuk mencari peluang baru.  

Grafik 1.2 Perbandingan Kepemilikan Usaha Peserta 

            Jakarta Entrepreneur Berdasarkan Tahun 2019- 2023 

 

 

Sumber Dinas PPKUKM Daerah Khusus Jakarta, Diolah Penulis 2023 

 



11 
 

Data ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang pergerakan peserta yang 

belum memiliki usaha dan peserta jakpreneur yang telah melakukan reaktivasi dalam sistem 

jakpreneur dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan pentingnya program-program 

yang mendukung kewirausahaan, namun juga menyoroti perlunya evaluasi terus-menerus 

untuk memastikan efektivitas dan relevansi dari program-program tersebut. 

 

Tabel 1.5 Data Reaktivasi Jakpreneur Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2023 

 

Jenis Usaha Jumlah Peserta Jakpreneur 

Kuliner  18.005 

Fashion  2.747 

Kerajinan/ Craft 1.552 

Lainnya  5.323 

Total  27.627 

                   Sumber Website Jakpreneur, diolah peneliti 2023 

 

Peneliti melakukan analisa terkait dengan Data Reaktivasi Jakarta Entrepreneur, 

terlihat bahwa jumlah peserta yang telah mendaftar dalam kategori kuliner mencapai 18.005 

orang, diikuti oleh fashion dengan 2.747 peserta, dan kerajinan/craft dengan 1.552 peserta. 

Sementara itu, kategori lainnya memiliki 5.323 peserta. Total keseluruhan peserta yang 

terdaftar reaktivasi profil usaha mencapai 27.627 orang. Berdasarkan data ini, 

direkomendasikan untuk menggunakan Data Jakarta Entrepreneur sebagai database calon 

peserta yang akan diikutkan dalam kegiatan kurasi produk. Dengan jumlah peserta yang 

signifikan dalam berbagai kategori, akan memungkinkan penyelenggara kegiatan untuk 

memilih beragam produk berkualitas untuk dipamerkan atau dipasarkan. 

Dalam rangka membangun daerah melalui pemberdayaan UMKM, penting untuk 

mengadopsi pendekatan yang terfokus dan responsif terhadap kebutuhan setiap wilayah 

administratif. Dengan demikian, akan tercipta kesempatan yang lebih besar bagi UMKM untuk 

berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Strategi kategorisasi 

UMKM tidak hanya memungkinkan pemerintah untuk memberikan dukungan yang tepat, 

tetapi juga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

Dengan memantau pertumbuhan sektor UMKM secara menyeluruh, pemerintah dapat 

melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa pendekatan ini tetap 

relevan dan efektif dalam mendukung keberhasilan UMKM di lapangan. Selain itu, kolaborasi 
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antara pemerintah, pemangku kepentingan terkait, dan pelaku bisnis lokal juga menjadi kunci 

dalam mengoptimalkan manfaat dari strategi kategorisasi ini. Penting untuk diingat bahwa 

UMKM adalah tulang punggung ekonomi suatu daerah, dan dengan memberikan dukungan 

yang tepat melalui kategorisasi, pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan 

menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat. 

Dalam konteks penerapan kategorisasi ini, ada beberapa harapan yang diinginkan, 

seperti peningkatan produktivitas, peningkatan akses ke pasar, dan kontribusi terhadap 

penciptaan lapangan kerja. Namun, juga ada tantangan yang mungkin dihadapi, seperti 

menentukan kriteria kategorisasi yang tepat dan memastikan bahwa pendekatan ini inklusif dan 

adil bagi berbagai jenis usaha. Penting untuk memperhatikan bahwa setiap tahap memiliki 

karakteristik dan tantangan khusus, dan pemerintah serta pemangku kepentingan terkait perlu 

memberikan dukungan yang sesuai dengan tahap pertumbuhan masing-masing UMKM. 

Penerapan kategorisasi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengacu 

pada proses mengelompokkan atau mengklasifikasikan UMKM ke dalam kategori-kategori 

tertentu berdasarkan karakteristik atau kriteria yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk 

memfasilitasi pemberian dukungan, bantuan, dan intervensi yang lebih tepat sasaran sesuai 

dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing kategori UMKM. 

Secara lebih rinci, penerapan kategorisasi pada UMKM dapat meliputi aspek-aspek 

berikut: 

a).  Pihak yang menerapkan kategorisasi, seperti pemerintah atau lembaga terkait, perlu 

menentukan kriteria atau parameter yang akan digunakan untuk mengkategorikan 

UMKM. Kriteria ini dapat meliputi sektor usaha, skala usaha (kecil atau mikro), tingkat 

perkembangan usaha (wirausaha pemula, wirausaha menegah dan wirausaha mapan), 

lokasi usaha, jenis produk/jasa, dan lain sebagainya. 

b).   Proses kategorisasi memerlukan pengumpulan data dan informasi yang relevan dari 

UMKM yang akan dikategorikan, seperti jumlah tenaga kerja, omset, aset, jenis usaha, 

dan informasi lainnya yang sesuai dengan kriteria kategorisasi yang ditetapkan. 

c). Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, UMKM kemudian dikelompokkan 

atau diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori yang telah ditetapkan sesuai dengan 

kriteria kategorisasi yang digunakan. 

c). Setelah UMKM terkategorisasi, pihak yang menerapkan kategorisasi dapat menyusun 

program, kebijakan, skema pendanaan, pelatihan, atau dukungan lainnya yang 
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disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan spesifik dari masing-masing kategori 

UMKM. 

d). Implementasi kategorisasi pada UMKM perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala 

untuk memastikan efektivitas dan relevansinya dalam mendukung pengembangan 

UMKM. 

 

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Provinsi DKI Jakarta membuat 10 

parameter utama dengan 36 sub parameter yang merupakan cakupan untuk dapat mengukur 

keberhasilan dari pelaku usaha, dalam memenuhi kebutuhan dalam Program Jakarta 

Entrepreneur untuk meningkatkan menjadi skala naik kelas atau pelaku usaha uang mapan.  

Penerapan kategorisasi dalam program binaan Jakarta Entrepreneur menggunakan 

parameter-parameter seperti legalitas, kepemilikan aset, kepemilikan mitra, modal dan 

keuangan, pemasaran, tenaga kerja, kualitas produk, visi misi pemilik, kemampuan transfer 

knowledge, dan dampak lingkungan sekitar adalah langkah yang baik untuk memahami dan 

memberikan dukungan yang tepat kepada UMKM., sangat penting untuk terus memantau 

pertumbuhan sektor UMKM secara menyeluruh dan memperbarui kategori-kategori atau 

parameter-parameter yang mungkin perlu disesuaikan seiring dengan perkembangan dan 

kebutuhan UMKM di lapangan.  

Sementara, jika melihat kumpulan peraturan yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta 

melalui Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu mengungkap terdapat tiga 

kategori wirausaha, yaitu wirausaha pencari kerja, wirausaha menengah, wirausaha naik kelas. 

Kemudian pada tahun 2022 Presiden Jokowi mengeluarkan aturan melalui Perpres Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 kembali 

melakukan kategorisasi yang lebih umum berupa wirausaha pemula, wirausaha menengah dan 

wirausaha mapan. 

Pengembangan Kewirausahaan dalam Program Jakarta Entrepreneur sudah berjalan 

selama 5 Tahun. Sasaran dari Pengembangan Kewirausahaan dalam Program Jakarta 

Entrepreneur adalah Wirausaha Pemula, Wirausaha Menegah dan Wirausaha Naik Kelas. 

Ukuran keberhasilan dari Program Jakarta Entrepreneur yang dipakai saat ini adalah mengukur 

jumlah UMKM yang meningkat menjadi Wirausaha yang Mapan atau Naik Kelas yang telah 
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mendapatkan fasilitas baik dari legitimasi perizinan, pemasaran, Pelaporan Keuangan dan 

permodalan. Pada akhir tahun 2023 jumlah peserta yang sudah tergabung dalam JakPreneur 

berjumlah sebanyak 371.984 peserta. Dari jumlah tersebut sebanyak 66,75 % merupakan 

pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha makanan dan minuman. Kemudian disusul oleh 

warung sembako 9,38 %, fashion 7,44%, kerajinan/craft 3,41%.  

Berdasarkan jumlah Pelaku UMKM yang telah bergabung menjadi anggota Jakarta 

Entrepreneur saat ini masih sedikit yang masuk kategori wirausaha mapan, adapun data 

kategori wirausaha dapat dilihat pada Tabel 1.6 semuanya merupakan pelaku usaha mikro dan 

hasil yang ada  

Tabel 1.6 Data Klasterisasi Peserta Program Jakarta Entrepreneur Pada Tahun 2023 

Klasterisasi Pelaku UMKM Jumlah UMKM 

Wirausaha Pemula 271.931 

Wirausaha Menengah 96.269 

Wirausaha Mapan  3.784 

Total Peserta Terdaftar Jakpreneur  371.984 

          Sumber Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, 2023 

Berdasarkan data  diatas, dapat dilakukan analisis bahwa Jumlah Peserta Jakarta 

Entrepreneur (Jakpreneur) sebanyak peserta Jakpreneur pada tahun 2023 adalah 371.984 orang 

dalam data tersebut Klasterisasi Peserta Jakpreneur Wirausaha Pemula: 271.931 orang (73,2% 

dari total peserta), Wirausaha Menengah: 96.269 orang (25,9% dari total peserta) dan 

Wirausaha Mapan: 3.784 orang (1,0% dari total peserta) sehingga Kesenjangan (GAP) antara 

Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan terdapat kesenjangan yang signifikan antara jumlah 

Wirausaha Pemula (271.931) dan Wirausaha Mapan (3.784) Jumlah Wirausaha Pemula jauh 

lebih besar dibandingkan dengan Wirausaha Mapan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian 

besar peserta Jakarta Entrepreneur masih berada pada tahap awal (Wirausaha Pemula) dan 

belum dapat meningkatkan level usahanya menjadi Wirausaha Mapan. Tantangan dalam 

Peningkatan Klasterisasi Data menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan bagi sebagian 

besar peserta Jakpreneur untuk meningkatkan klasterisasi usahanya dari Wirausaha Pemula 

menjadi Wirausaha Menengah atau Wirausaha Mapan. Hanya sebagian kecil (1,0%) yang dapat 

mencapai level Wirausaha Mapan, sementara mayoritas (73,2%) masih berada pada level 

Wirausaha Pemula.  
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Upaya pengembangan wirausaha dibutuhkan upaya yang lebih intensif dari pihak 

terkait untuk membantu wirausaha pemula meningkatkan kapasitas dan kemampuan usahanya. 

Kategorisasi merupakan strategi yang vital karena memungkinkan UMKM untuk 

dikelompokkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mereka. Hal ini memberikan manfaat 

besar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam menyediakan dukungan yang 

lebih tepat sasaran. Dengan memisahkan UMKM ke dalam kategori-kategori yang sesuai, 

pemerintah dan pemangku kepentingan dapat memberikan bantuan dan bimbingan yang lebih 

spesifik dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kategori. Misalnya, UMKM dengan 

karakteristik dan kebutuhan yang serupa dapat menerima jenis bantuan yang khusus untuk 

membantu Pelaku UMKM tumbuh dan berkembang.  

Salah satu tantangan utama adalah menentukan kriteria kategorisasi yang tepat, yaitu 

parameter atau indikator yang digunakan untuk memisahkan UMKM ke dalam kelompok-

kelompok yang relevan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pendekatan kategorisasi 

ini inklusif dan adil bagi berbagai jenis UMKM. Artinya, kriteria yang digunakan tidak boleh 

diskriminatif dan harus mempertimbangkan berbagai aspek dari UMKM, seperti skala usaha, 

sektor industri, dan tingkat pertumbuhan. Untuk itu, pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengemukakan startegi optimalisasi dalam penerapan strategi kategorisasi UMKM sehingga 

dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM 

secara lebih efisien. 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian diatas, maka yang dapat 

diidentifikasi masalah didalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kesenjangan yang signifikan antara jumlah Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan. 

Dari total 371.984 peserta Jakpreneur, 73,2% masih berada pada tahap Wirausaha 

Pemula, sementara hanya 1,0% yang mencapai level Wirausaha Mapan. 

2. Keterbatasan dalam pendampingan dan sosialisasi program, menyebabkan banyak 

UMKM tidak dapat memanfaatkan peluang dan dukungan yang disediakan oleh program 

secara optimal. 

3. Kompleksitas regulasi dan birokrasi, termasuk proses perizinan yang rumit dan lambat, 

yang menjadi hambatan signifikan bagi UMKM dalam mengakses bantuan dan 

dukungan program. 
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4. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, termasuk pendanaan, tenaga kerja, dan 

fasilitas pendukung, yang menghambat implementasi program secara efektif dan 

menyeluruh. 

5. Kurangnya keberagaman sektor usaha yang terlibat dalam program, dengan dominasi 

sektor makanan dan minuman sebesar 66,75% dari total peserta, menunjukkan perlunya 

diversifikasi dalam pengembangan UMKM. 

 

Dari identifikasi masalah tersebut, terlihat bahwa tantangan utama adalah bagaimana 

meningkatkan jumlah wirausaha menengah dan wirausaha mapan melalui strategi kategorisasi 

yang tepat dan upaya pendampingan yang intensif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan 

dan perkembangan UMKM di Jakarta secara lebih efisien dan berkelanjutan. 

C. Rumusan Masalah 

Untuk rumusan masalah yang dapat disampaikan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Mengapa Penerapan Kategorisasi Program Jakarta Entrepreneur Pada Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) di Provinsi DKI Jakarta belum Optimal? 

2. Strategi apa yang digunakan untuk Mengoptimalisasi Penerapan Kategorisasi Program 

Jakarta Entrepreneur Pada Usaha Menengah Kecil dan Menengah (UMKM) Di Provinsi 

DKI Jakarta? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi Penyebab belum Optimalnya Penerapan Kategorisasi Program Jakarta 

Entrepreneur pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi DKI Jakarta. 

2. Merumuskan Strategi untuk Mengoptimalisasi Penerapan Kategorisasi Program Jakarta 

Entrepreneur pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi DKI Jakarta. 

E. Manfaat Penelitian  

Sedangkan manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini terdapat dua jenis manfaat 

yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Manfaat Praktis  

Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh Dinas 

Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta untuk 

meningkatkan kualitas UMKM. Dengan memahami penyebab belum optimalnya 
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peningkatan kualitas, dinas terkait dapat menyesuaikan program dan kebijakan untuk lebih 

mendukung wirausaha pemula dalam mencapai tingkatan yang lebih tinggi. 

  

Manfaat Teoritis  

Penelitian ini menggunakan teori dari Merilee S. Grindle tentang implementasi 

kebijakan, khususnya pada konteks isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Dengan 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya peningkatan kualitas 

anggota Jakarta Entrepreneur, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan teori implementasi kebijakan dalam konteks UMKM. Hasil penelitian ini 

memperkaya literatur tentang tantangan dan solusi dalam meningkatkan kualitas UMKM 

melalui kebijakan pemerintah, khususnya di wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta.   
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN  

Penelitian ini berdasarkan hasil analisis dari wawancara dengan key informan dan telaah 

dokumen, adapun identifikasi tersebut mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 

yang dihadapi dalam implementasi program. Faktor-faktor ini dibagi menjadi dua variabel 

utama yaitu Content of Policy (Isi Kebijakan) dan Context of Implementation (Lingkungan 

Kebijakan), serta sembilan sub-variabel implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kategorisasi pada UMKM dalam Program 

Jakarta Entrepreneur di Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi sejumlah tantangan internal 

dan eksternal sehingga dapat di simpulkan sebagai berikut: 

a. Identifikasi penyebab belum optimalnya program jakpreneur dari faktor internal dan faktor 

ekternal meliputi: 

1) Faktor Internal 

Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan, sektor swasta, dan 

platform e-commerce, sangat penting untuk membantu UMKM mendapatkan akses 

permodalan dan memperluas pasar. Kerjasama dengan lembaga keuangan dapat memberikan 

akses ke sumber pendanaan yang lebih luas dan terjangkau, sementara sektor swasta dapat 

menawarkan berbagai bentuk dukungan, termasuk mentorship dan peluang jaringan. Platform 

e-commerce, di sisi lain, membuka peluang besar bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang 

lebih luas dan meningkatkan penjualan. Dengan kolaborasi yang kuat, UMKM dapat lebih 

mudah berkembang dan menghadapi tantangan dalam berbisnis. 

Penyederhanaan regulasi dan birokrasi adalah langkah penting lainnya untuk 

memudahkan UMKM dalam mengakses bantuan dan dukungan program. Regulasi yang rumit 

dan birokrasi yang lambat sering kali menjadi hambatan besar bagi UMKM. Dengan 

menyederhanakan prosedur dan mempercepat proses administrasi, UMKM dapat lebih fokus 

pada pengembangan usahanya. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan media sosial dapat 

membantu UMKM dalam operasional dan pemasaran. Penggunaan Platform digital UMKM 

untuk menjangkau pelanggan lebih luas, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan 

efisiensi bisnis. Inovasi dalam strategi pemasaran melalui media sosial juga dapat membantu 

UMKM mengatasi persaingan dan meningkatkan kualitas produk. Dengan strategi-strategi ini, 
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program Jakpreneur dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang 

signifikan bagi pengembangan UMKM di DKI Jakarta. 

2) Faktor Eksternal 

Regulasi yang rumit dan birokrasi yang lambat merupakan hambatan signifikan bagi 

UMKM dalam mengakses bantuan dan dukungan program Jakpreneur. Kompleksitas regulasi 

sering kali membuat pelaku UMKM kesulitan memahami dan memenuhi persyaratan yang 

diperlukan, sehingga proses mendapatkan dukungan menjadi sangat memakan waktu dan tidak 

efisien. Birokrasi yang lambat juga memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk mengurus 

izin dan dokumen lainnya, mengakibatkan banyak UMKM yang akhirnya tidak dapat 

memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh program. Penyederhanaan regulasi dan 

percepatan birokrasi sangat diperlukan agar UMKM dapat lebih mudah dan cepat mendapatkan 

bantuan yang mereka butuhkan untuk berkembang. 

Fluktuasi ekonomi dan kebijakan nasional yang tidak stabil juga dapat mempengaruhi 

keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM, berdampak pada efektivitas program Jakpreneur. 

Ketidakstabilan ekonomi, seperti inflasi dan fluktuasi nilai tukar, dapat meningkatkan biaya 

operasional UMKM dan mengurangi daya beli konsumen, sehingga menghambat pertumbuhan 

bisnis pelaku UMKM. Selain itu, perubahan kebijakan nasional yang sering terjadi dapat 

menciptakan ketidakpastian bagi UMKM, menghalangi pelaku UMKM untuk membuat 

rencana jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih stabil dan 

mendukung, serta mitigasi risiko ekonomi untuk memastikan bahwa UMKM dapat bertahan 

dan terus berkembang di tengah kondisi yang berubah-ubah. 

b. Strategi optimalisasi program dari faktor internal dan faktor ekternal berdasarkan analisis 

SWOT meliputi: 

1) Faktor Internal 

Peningkatan pendampingan dan pelatihan bagi UMKM serta para implementor 

kebijakan sangat penting untuk memastikan pelaksanaan program yang lebih efektif. 

Pendampingan yang berkelanjutan akan membantu UMKM memahami dan mengaplikasikan 

kebijakan serta memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara optimal. Selain itu, pelatihan yang 

terfokus pada peningkatan kapasitas UMKM dan kemampuan para implementor kebijakan 

akan meningkatkan kompetensi mereka dalam menjalankan program dengan baik. Dengan 
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demikian, hambatan-hambatan yang dihadapi UMKM dapat diminimalisir dan keberhasilan 

program dapat lebih terjamin. 

Selain itu, peningkatan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai fasilitas dan 

dukungan yang tersedia juga merupakan langkah krusial. Banyak UMKM yang tidak 

memanfaatkan peluang yang ada karena kurangnya informasi yang diterima. Oleh karena itu, 

program harus lebih aktif dalam menyebarkan informasi melalui berbagai media, seperti media 

sosial, seminar, dan lokakarya. Di sisi lain, partisipasi UMKM dalam proses pengambilan 

keputusan melalui forum konsultasi atau survei kebutuhan akan memastikan bahwa kebijakan 

yang diterapkan lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan 

melibatkan UMKM secara langsung, kebijakan dapat lebih responsif dan efektif dalam 

mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM. 

2) Faktor Eksternal: 

Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan, sektor swasta, dan 

platform e-commerce, sangat penting untuk membantu UMKM mendapatkan akses 

permodalan dan memperluas pasar. Kerjasama dengan lembaga keuangan dapat memberikan 

akses ke sumber pendanaan yang lebih luas dan terjangkau, sementara sektor swasta dapat 

menawarkan berbagai bentuk dukungan, termasuk mentorship dan peluang jaringan. Platform 

e-commerce, di sisi lain, membuka peluang besar bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang 

lebih luas dan meningkatkan penjualan. Dengan kolaborasi yang kuat, UMKM dapat lebih 

mudah berkembang dan menghadapi tantangan dalam berbisnis. 

Penyederhanaan regulasi dan birokrasi adalah langkah penting lainnya untuk 

memudahkan UMKM dalam mengakses bantuan dan dukungan program. Regulasi yang rumit 

dan birokrasi yang lambat sering kali menjadi hambatan besar bagi UMKM. Dengan 

menyederhanakan prosedur dan mempercepat proses administrasi, UMKM dapat lebih fokus 

pada pengembangan usaha mereka. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan media sosial 

dapat membantu UMKM dalam operasional dan pemasaran. Platform digital memungkinkan 

UMKM untuk menjangkau pelanggan lebih luas, mengurangi biaya operasional, dan 

meningkatkan efisiensi bisnis. Inovasi dalam strategi pemasaran melalui media sosial juga 

dapat membantu UMKM mengatasi persaingan dan meningkatkan kualitas produk. Dengan 

strategi-strategi ini, program Jakpreneur diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan 

memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan UMKM di DKI Jakarta. 
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Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi optimal harus mampu 

meminimalkan kelemahan dan ancaman sambil memaksimalkan kekuatan dan peluang. 

Penguatan komitmen pemerintah dalam penerapan kategorisasi UMKM, peningkatan 

infrastruktur dan fasilitas, serta kolaborasi dengan pihak terkait dalam pengembangan usaha 

UMKM menjadi langkah-langkah penting. Selain itu, sosialisasi program secara berkala dan 

monitoring serta evaluasi terkait keberhasilan program juga perlu dilakukan untuk memastikan 

efektivitas program ini. 

Secara keseluruhan, strategi optimalisasi penerapan kategorisasi pada UMKM dalam 

Program Jakarta Entrepreneur di Provinsi DKI Jakarta harus mencakup perbaikan 

pendampingan, penyederhanaan proses perizinan, peningkatan sosialisasi, peningkatan 

kerjasama dengan pihak terkait, penyederhanaan regulasi, serta monitoring dan evaluasi yang 

berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program Jakarta Entrepreneur dapat 

berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan 

UMKM di DKI Jakarta. 

 

 

 

 

  



187 
 

B. SARAN  

Penelitian mengenai Penerapan Kategorisasi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

dalam Program Jakarta Entrepreneur Di Provinsi DKI Jakarta dapat terus dikembangkan untuk 

meningkatkan efektivitas Program Jakarta Entrepreneur, disarankan agar Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta memperkuat sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai fasilitas dan bantuan 

yang tersedia bagi UMKM. Sosialisasi yang lebih intensif dan terarah akan membantu UMKM 

memahami dan memanfaatkan peluang yang ada dalam program ini, sehingga dapat 

meningkatkan partisipasi dan manfaat yang dirasakan oleh para pelaku usaha. Selain itu, 

pemerintah perlu menyederhanakan proses perizinan dan birokrasi yang seringkali menjadi 

hambatan bagi UMKM. Prosedur yang lebih efisien dan transparan akan memudahkan UMKM 

dalam memenuhi persyaratan administratif, sehingga mereka dapat lebih fokus pada 

pengembangan usaha dan peningkatan kualitas produk. Pelatihan tentang proses perizinan dan 

regulasi yang berlaku juga penting untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan UMKM 

dalam mengelola aspek legalitas usahanya. 

Penting juga bagi pemerintah untuk mengadopsi pendekatan partisipatif dalam 

pengambilan keputusan terkait kebijakan dan program bagi UMKM. Melibatkan pelaku 

UMKM secara langsung melalui forum konsultasi, survei kebutuhan, atau mekanisme lainnya 

akan memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan 

kondisi nyata di lapangan. Hal ini juga akan meningkatkan rasa memiliki dan komitmen dari 

para pelaku UMKM terhadap program yang dijalankan. Kolaborasi dengan berbagai pihak 

eksternal seperti lembaga keuangan, sektor swasta, dan platform e-commerce perlu 

ditingkatkan untuk mendukung akses permodalan dan pemasaran bagi UMKM. Melalui kerja 

sama ini, UMKM dapat memanfaatkan sumber daya dan jaringan yang lebih luas, sehingga 

dapat meningkatkan daya saing dan jangkauan pasar mereka. Pemerintah juga perlu 

mendorong sinergi antara UMKM dan industri besar untuk menciptakan ekosistem bisnis yang 

lebih inklusif dan berkelanjutan. Sejumlah Saran yang dapat disamapaikan dari hasil penelitian 

ini, antara lain: 

1. Program Jakpreneur dapat terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, 

termasuk lembaga pendidikan, organisasi bisnis, dan komunitas lokal, untuk 

meningkatkan akses UMKM terhadap sumber daya dan peluang pengembangan misalnya 

pelatihan keterampilan manajemen bagi para pengusaha UMKM yang akan melakukan 
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ekpor, termasuk manajemen keuangan, pemasaran, dan pengembangan produk untuk 

proses ekspor. 

2. Pemerintah menyediakan fasilitas tempat usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM, 

seperti fasilitas produksi bersama, pusat distribusi, atau ruang kerja bersama (co-working 

spaces). 

3. Perubahan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan 

Kewirausahaan Terpadu (PKT) untuk mengakomodir Penerapan Kategorisasi Pada Binaan 

Usaha Kecil Mikro Dan Menengah Dalam Program Jakarta Entrepreneur sesuai dengan 

amanat dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan 

Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024; dan 

4. Pembuatan standar operasional prosedur (SOP) serta rumusan kebijakan yang dituangkan 

dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta untuk target 

dan sasaran peningkatan kelompok usaha sehingga dapat dijadikan acuan dalam 

pelaksanaan peningkatan kelompok usaha dari kelompok wirausaha baru menjadi 

wirausaha mapan. 

5. Pembentukan Tim untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pada setiap wilayah 

guna mengukur tingkat keberhasilan dari program kerja yang sudah diberikan kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh pihak internal dan eksternal Dinas PPKUKM Provinsi 

DKI Jakarta. Untuk metode pengukuran dapat dilakukan melalui kuesioner secara 

sampling untuk beberapa binaan yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian. 
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